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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU FINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2441 /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KE.JURUAN (EMK] NEGERI 1 MESJID RAYA

HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang i A, bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya
partisipasi masyarakal dalem menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Perpanjangan lzin
Opernsional Satuan Pendidikan SME Negern 1 Mesjid Rava dalam
batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
.. ¢, balwa berdasarken pertimbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat v Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 fentang Pembentukan [
Daerah  otonomi  Propinsi  Atjech dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsl Sumatera Utarn:
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Naslonal;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomaor 11 Tahun 2006 tentang Pemenntahan Aceh,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan

Dacrah scbageimeana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2005 tentang Perulsihan Hedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah;

' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Sera

Masyarakat Dalam Pendidikan Masional;
7. Peraturan Pemerntah MNomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Masional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nemor 13 Tahun 2013 tentang

Perubshan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gun;

Instruksi Presiden Momaor 9 Tahun 2006 tentang Revitalizasi Sekolah

Menengah Kejuruan;

10, Peraturan Menteri Pendidikan Nastonal Nomor 39 Tahun 20049
tentang Pemenuhan Beban Kerja Ouru dan Pengawas Satuan
Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelengearaan Pendidikan Layanan
Khusus;
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12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016
lentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar
dan Menengah;

14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 temtang Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9
Tahum 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuksn dan
Susunan Perangkat Aceh;

16. Peraturan Oubernur Acch Nomor 121 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh:

17, Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017  tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

ra. Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor

421/308/2022 anggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan lzin Operasional Sckolah dan Perpanjangan lzin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negerd 1
Mesjid Raya;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda
Aceh dan Kabupaten Aceh Besar Nomor BO0/G_1 /2122 /2022 wanggal
11 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Ferpanjangan [zin Operasional
Sekolah dan Izf Pendmbahan dan Perubahan Program Keahlian
pada SMK Megeri 1 Mesjid Raya;

¢, Surat Kepala Dinas Pepdidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022
tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan
Izin Operasional, Penambahan dan atau Perutahan
Program/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SBatuan Pendidiksn untuk

melaksanakan proses belajar mengajar kepads :

Nama Sekolah : BMK Negeri 1 Mesjid Raya

Alamat Sekolah :Jl. Laksamana Malahayati Desa Neuheun
Kee. Mesjid Raya Kab., Aceh Besar Provinsi
Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerdntah Aceh

NPSN ;10100112

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan

ini berlaku sepanjang memenuhl persyamatan yang ditetapkan dalam
standar pelayanan;

i Pemegang lrin berkewajiban

a, Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMEK| kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat  paling sedikit perkembangan  jumlah  peserta  didik,
pelaksanann kurkulum, pelaksannon pemenuhan standar sariga
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PrEsAmana dan pelaksanaan pemenuban standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/ atau,

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi  Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan

KEEMPAT » Segaln biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi
tanggung jawab pihak BMK Negerl 1 Mesjid Raya sehagal Penyelenggara
Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan:

KELIMA : Apabila pemegang lzin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Keempat keputusan inl dan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka lzin Operasional Satuan
Pendidikan ind dicabut:

EKEENKAM » Keputisan Inl berlaku selima 5 (Uma) tahua sejak tanggal dlempkan
sampai dengan 03 Oktober 2027, dengan ketentuan apabila dikemudiarn
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
scbagnimana mestinya,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADL SATU PINTU

Marthunis, 8T, DEA

Pembina Utama Muda, IV/e
HNIP. 19770805 200312 1 005
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sialcrenik §ary dterithan alsh BFPT

Salinan Kepunisap ini disampaikan kepads Yih:

« Digelnur Jenderal Pendidikan Vehssi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
Gubernur Aceh [scbagai laporan);

- Ketua DFR &cehi;

. Bupati Aceh Beear:

kepaln Dinas Pendidikcan Aceh:

Kepala Bappeda Acch;

Krpala Dinas Penanaman Moedal dan Pelayanan Terpadu Samu Pintu Kabupaten Aol Beaar
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Keta Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Desar:
Pertinggal,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jdnliin Teunghu Imum Lueng Bass, Gampang Cot Mesgiel, Kee, Laeng Hate, Kota Banda dcel (222454)
T Thp. (651} 23170, Feow (0651] 23171, Informasd Front OfMice : 081 16781139, Pengaduan : 081 16708 [0

TRHEARTA Webrsite : hiips: felpmnpras acehprosgo il | Bl gloestosaecehiprap ga el
-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP /23962022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MESJID RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a.  bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan
akses belajar bagl peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
maka dipandang perfu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan [zin
Fenambahan dan Perubahan Program HKeahlian pada Sekolah
Menengah Kejuruan;

. b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK MNegeri 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesual dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Dtonoml Propinsi Ateh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Fropinsi Sumatera Utars;
2, Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kevangan antara Pémerintah Pusat dan Pemerintzh Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peracuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebedaysan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
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KEDUA + Pemberian [zin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;

KETIGA : Pemegang [zin berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(5MK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan
dan atau;

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi Provinsi  Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

KEEMPAT : Segala biaya yang imbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung
jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagal Penyelenggara Pendidikan
Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang [zin tdak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan inl dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka Perpanjangan [zin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM : Keputusan inl berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Manhunis, 5T, DEA

PFembina Utema Muda, IV/ie

NIP, 19770805 200012 1 005

gani sacars sk L g e ba s s b elebironi
pergdenrhaion rleb FEFT

Salinan Keputusan inl disampaikan kepada

Gubernur Aceh [sebagal laporan);

Birektur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
Ketua DPR Aceh;

Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Kepala Bappeda Aceh;

Bupati Aceh Besar;

Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu Kabupaten Aceh Besar;

Pertinggal.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSFP/2397 /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MES]ID RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFPADU SATU FINTU ACEH,

Menimbang : a  bahwa unmk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan
akses belajar bagl peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan lzin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah
Menengah Kejuruan;

. B, bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan lzin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;

t. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
adan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Aceh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-UndangNomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Mazional;
3. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintzsh Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gury;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomaor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat r L
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indenesia

Republik  Indonesia Nomor

Tahun 2016 tentang Standar

Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menter! Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tenitang Standar Isi Untuk

Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomaor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam

Rangka Pemulihan Pembelajaran;

15, Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan
Kementerian Pendidikan, KebudayaanRiset, dan Teknologi Nomor
024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SME/MAK pada

Kurikulum Merdeka;

16. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelsnggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Canun Aceh Momor 11 Tahun
2014 rentang Penyelenggaraan Pendidikan;

17. Qanun Aceh Nomer 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Aceh;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

19, Peratiran  Gubernlir Aceh Nomor 46 Tahun 2021

tEﬂt.B.I'IH

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Rislko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

a Surat

permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor

421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan [zin Operasional Sekolah dan Perpanjangan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1

Mesjid Raya;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Keta Banda Aceh dan Kabupaten
Aceh Besar Nomor B00/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022
perihal Rekomendasi Perpanjangan [zin Operasional Sekolah dan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1

Mesjid Raya;

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022
tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan

Izin  Operasional,

Fenambahan dan atau

Perubzhan

Program/Kompetensi Keahlian SME Eabupaten /Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program

Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di |I. Laksamana
Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab, Aceh Besar Provinsi Aceh

sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bid
e ang Prograin
Heahlian I-:aahlln_n
i Teknologi dan Teknik
Relayasa __Btomosit

Hompetensi Prograi
Heallian | Pendidilan
I el
Teknik
| Kendaraan ___EEh“n_
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[ Otomotif
KEDUA : Pemberian Izin sehagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;
KETIGA t Pemegang [zin berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
[SMK) kepada Gubernur Aceh cq Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta  didik,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan
dan atauw;

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi Provinsl Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang tdmbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung
jawab pihak SMK Negeri 1 Mes|id Raya sebagai Penyelenggara Pendidilkan
Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang lzin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka Perpanjangan [zin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM : Keputusan inl berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbailki kemball sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERFADU SATU PINTL

Manhunis, 5T, DEA
Pembina Utoma Muda, [¥ic
MNP, 19770805 200017 1 005

yang disesbitkas wlheh BFFT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh [sebagai laporan};

Z. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologl:
3. Ketua DPR Aceh;

4, Kepala Dinas Pendidikan Aceh

5. Kepala Bappeda Aceh;

6. Bupati Aceh Besar;

7. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

B. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pint Kabupaten Aceh Besar;

9, Pertinggal
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PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR:421.5/DPMPTSP,/2398,/2022

TENTANG

FERFANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAMLIAN
FADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MES[ID RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang ¢ a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan
akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aeeh Besar,
maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan lIzin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah
Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
O Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negerl 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesual dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan lzin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;
¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b. perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Ownoml Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan

Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Masional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

stbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Perawran Pemerintash Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasianal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintsh Nomer 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintabh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guiru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuban Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan:

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirtan,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikin Dasar dan Menengah;

Se
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Memperhatikan

Menetapkan
HESATU

12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kehudayaan Republik Indonesia

13.

L4,

15,

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar lsi Untuk
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keputusan Menterl Pendidikan, Kebudayaan, Riser, dan Teknologi
Momor 56/M/2012 tentang Pedoman Panerapan Kurikulum Dalam
Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Eeputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi Momor
024/H/KR/2022 Tentang Honsentrasi Heahlian SME/MAK pada
Kurikulum Merdeka;

16, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

17,

18,

19, Peraturan Gubemur Acsh

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Momor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Momor 11 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh;

Peraturan Gubernur Aceh Nomaor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu Aceh;

Momor 46 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risike dan Monperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Surat permohonan Eepala SME Megeri 1 Mesjid Raya Nomaor
421/308/2022 tanggal & Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan lzin Operasional Sekolah dan Perpanjangan lzin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1
Mesjid Raya;

Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten
Aceh Besar Nomor 800/G.1/2122/202Z tanggal 11 Agustus 2022
perihal Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional Sekolah dan Izin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1
Mesjid Raya;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor $21.5/C/13258/2022
tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan
lzin  Operasional,  Penambahan dan  atau  Perubahan
Frogram/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh,

MEMUTUSKAN

. Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program

Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di || Laksamana
Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh

sebagaimana tersebut dibawah Inl ;
Mo Bidang Program | Kompetensi | Program
Keahlian Keahlian Keahlian Pendidikan
Desain dan Kriya Krearif
Seni dan
1 industr Kreatif Produk Kreatil |  Batik |:Lm 3 Tahun
Kriya Tekstil |
2 KEDUA: .......... k|
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KEDUA ¢ Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan inl
berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;

KETIGA : Pemegang lzin berkewajiban :

a. Menyampalkan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
{5MK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan

dan atau;
h. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi Provinsi Sekolah) Madrasah Aceh sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

HEEMPAT . Segala hiaya yang dmbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung
jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan
Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang lzin ddak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-

.- undangan yang berlaku, maka Perpanjangan [(zin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inl akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Marthunis, §T, DEA

Pemblins Urama Muda, I'Vic

MIP. 19770805 200312 1 005

Piiirwtns 18 felak dida mldlanges seors clebinmi mergguroban wridibai dekronii
pang dasrkakan akh RFFT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

. Gubernur Aceh (sebagai laparan);

. Ddrektur |enderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telmologi;
Hetua DPR Aceh;

Hepala Dinas Pendidikan Aceh

Kepala Bappeda Aceh;

Bupati Acel Besar;

Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

H. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar:

9. Pertinggal.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP /2399 /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN [SMK) NEGERI 1 MES]ID RAYA

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang ¢ a  bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan
akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan lzin
Penambahan dan  Perubahan Program Keahlian pada  Sekolah
Menengah Kejurean;

. b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, S5MK Megeri 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan lzin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;

€. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
adan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Oronomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara;

Z. Undang-UndangMemeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional:

3. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Momor 14 Tahun 2005 tentang Gura dan Dosen;

'.' 5. Undang-Undang Momor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomaor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Naslonal;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubzhan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia
Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Gura dan Pengawas Satuan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

1 11, Peraturan ... .
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Momor 21 Tabun 20146 tentang Standar 1si Untuk
Pendidikan Dasar dan Menengah;

14, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam
Rangka Pemulihan Pembelajaran;

15. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor
024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada
Kurikulum Merdeka;

16, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggarazn
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:

17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghkat Aceh;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

19. Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan MNonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modzl dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat permohonan Kepala SMK Megeri 1 Mesjid Raya Nomor
#21/308/2022 tanggal & Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan [zin Operasional Sskolah dan Perpanjangan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1
Mesjid Raya;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten
Aceh Besar Momor BOO/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022
perihal Rekomendasi Perpanjangan [zin Operasional Sekolah dan Izin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 1
Mesjid Raya;

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Momor 421.5/C/13258/2022
tanggal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan
[zin  Operasional, Penambahan dan  atau Perubahan
Program,/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di |1 Laksamana
Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Baya Kab, Aceh Besar Provinsi Aceh
sebagaimana tersebut dibawah inf ;

N Bidang Program Kompetensi Program |

s | Keahlian Keahlian Keahlian Pendidikan |

1 | Pariwisata Tata Busami _T_u_:g_ Bl.fs_.a.na 3 Tahun |
2 KEDUA: ..o £
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KEDUA : Pemberian lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini

berlaku sepanjang memenuhl persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;

KETIGA : Pemegang lzin berkewajiban :

a. Menyampalkan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan
dan atau;

h. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan
Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan inl menjadi tanggung

jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagal Penyelenggara Pendidikan
Bersanghutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang [zin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka Perpanjangan lzin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Fembina Utarmna Muda, IVic
MNP, 19970805 200312 1 005

sk by 04 il b ol il gas bmm s ok Livmi ok, rarmgrans bkt erilihant elebiron i
yomg dacrbeiban ol BPFT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

WS R W=

Gubernur Aceh (sebagai laporan);

Direktur Jenderal Pendidikan Vokas! Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Eetua DPR Aceh:

Kepala Dinas Pendidikan Aceh

Kepala Bappeda Aceh;

Bupati Aceh Besar;

Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
Pertinggal.
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PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP,/2400,/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MES]ID RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTU ACEH,

Menimbang : @  bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan
akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah
Menengah Kejuruan:

. b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan lzin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan:

£ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Madal dan Pelayanan Terpacu Satu Pintu Aceh

Mengingat + L Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional;
3. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

.- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20046 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Z000 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Masional Pendidikan;

9. Peraturan Femerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

1L Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia
Republik Indenesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

12

13.

14,

15.

16,

17.

18,

19, Peraturan Gubernur

:eratumn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
epublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kehudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar [si Untuk
Pendidikan Dasar dan Men engah;
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam
Rangka Pemulihan Pembelajaran;
Keputusan Badan Standar, Kurikulem, dan Asesment Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset, dan Teknologi Nomor
024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlan SME/MAK pada
Kurikulum Merdeka;
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
(Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerfa Dinas Penanaman
Madal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Surat permohonan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor
421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan [lzin Operasional Sekolah dan Perpanjangan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SME Negeri 1
Mesjld Raya;

Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten
Aceh Besar Nomor BO0/G.1/2122/2022 tanggal 11 Agustus 2022
perihal Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional Sekolah dan [zin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SME Negeri 1
Mesjid Raya;

Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/13258/2022
tangpgal 29 Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan
Izim  Operasional,  Penambahan  dan  atau Perubahan
Program,/Eompetensi Keahlian SME Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada SMK Negeri 1 Mesjid Raya yang berlokasi di JL Laksamana
Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab, Aceh Besar Provinsi Aceh

sebagaimana tersebut dibawah ini :
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KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini
berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar
pelayanan;

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat  paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan

dan atau;
b. Mengajukan pendaftaran wvisitasl akreditasi sekolah kepada Badan

Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang imbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung
|awab pihak SMK Negerl 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan
Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA i Apabila pemegang lzin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-

. undangan yang berlaku, maka Perpanjangan lzin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM : Keputusan inl berlaku selama 3 [tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,
Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEFPALA DINAS PEMANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

FPembina Utama Muda, Tvic
MNP, 1970805 200312 1 005
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Salinan Keputusan ini disampalkan kepada :

Gubernur Aceh (sebagal laporan);

Direktur fenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Rebudayaan, Riset dan Teknologi;
Ketua DPR Aceh;

Kepala DMinas Pendidikan Aceh

Kepala Bappeda Aceh;

Bupatl Aceh Besar;

Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

Pertinggal

ol e it o
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PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2401 /2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN [SMK) NEGERI 1 MES]ID RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang ¢ & bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesernpatan
akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar,
maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Perpanjangan lzin
Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah
Menengah Kejuruan;

- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan
Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMK Negeri 1 Mesjid Raya telah
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan layak
diberikan Perpanjangan lzin Penambahan dan Perubahan Program
Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan;

t. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
adan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Muodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otanomi Propinsi Ageh dam Perubahan Peraturan Pembentukan
Proplnsi Sumatera Utara;

Z, Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Hasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temtang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Masional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan FPemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentmng
Standar Nasional Pendidilan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gur;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia
Republik Indonesia Nomor 3% Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban
erfa Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

11, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Momor 36 Tabun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Peruhahan dan Penutupan Satean Pendicdikan Dasar dan Menengah;
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12, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik [ndonesia
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar [si Untuk
Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomer 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam
Rangka Pemulihan Pembelajaran;

15, Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesment Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor
D24/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada
Kurikulum Merdeka;

16. Qanun Aceh Nomer 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pencdidikan;

17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentiukan dan Susunan
Perangkat Aceh:

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh:

19.Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan ‘Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

serhatikan : a  Surat permohenan Kepala SMK Negeri 1 Mesjid Raya Nomor
421/308/2022 tanggal 6 Agustus 2022 perihal Permohonan
Perpanjangan [zin Operasional Sekolah dan Perpanjangan [lzin
Penambahan dan Perubaban Program Keahlian pada SMK Negeri 1
Mesjid Rays;
b, Surat Kepala Cabang Dinss Wilayah Kots Bande Acch dan Mabupaws
Aceh Besar Nomor BOO/G.1/2122/2022 tanggal 11 stus 2022
perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Izin
Penambahan dan Perubahan Proaram Keashlian pada SME Neger 1

. Hﬁ].d i Him ABER MOMBr 421.0,0fL3a80r3082

rat ala Dinas Pendidi f .
z f:nggam Agustus 2022 perihal Pertimbangan Teknis F'El'pinj;:girl
lzin  Operasional,  Penambahan dan  atau  Perubahan

Program,/Kompetensi Keahlian SMK Kabupaten/Kota Se Aceh.

MEMUTUSKAN

n Izin Penambahan dan Perubahan Program

i 1 Mesjld Raya yang berlokasi di |L L:l:l-:samana
. ah. Aceh Besar Provinsi Aceh

stapkan :

\TU . Memberikan Perpanjanga
Keahlian pada SMK Neger
Malahayati Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya K

sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bidang Program Kampetensi Program
[ No Keahlian Keahlian Keahlian | Pendidikan
Desalndan | Kriya Kreatif |
1 fen)alin | produk Kreatif | Logam dan 3 Tahun ‘
Industri Kreaxif Kriya D hiagan |
2 (111 — Fi]
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KEDUA P ’ -
: :Emhhumn lzin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini
erlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar

pelayanan:

KETIGA + Pemegang lzin berkewajiban ;
a. Menyampaikan laporan perkemhangan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang
memuat  paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan

dan atau;
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasl sekolah kepada Badan

Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Aceh sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung
jawab pihak SMK Negeri 1 Mesjid Raya sebagai Penyelenggara Pendidikan
Bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang lzin tdak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-

. undangan yang berlaku, maka Perpanjangan [zin Penambahan dan
Perubahan Program Keahlan pada Sekolah Menengah Kejuruan ini dicabut;

KEENAM i Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sefak tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pembina Utama Muda, [¥/ic
AP, 19770805 200312 1005
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Salinan Kepurusan ini disampalkan kepada ;

1. Gubernur Aceh (sebagal laporan);

2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Ketua PR Aceh;

4, Kepala Dinas Pendidikan Acch

5. Kepala Bappeda Aceh;

6. Bupati Aceh Besar;

7. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

9. Pertunggal
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